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BUPATI ACEH BARAT DAYA 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA 
NOMOR ,3 / TAHUN 2020 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN PERUBAHAN 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah 
Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai pasal 26 ayat (2) Undang­
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Ke1ja 
Pemerintah Kabupaten Perubahan (RKPK-P) Kabupaten Aceh 
Barat Daya Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 
050/1115/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Gubernur Aceh Nomor 050/336/2019 tentang Penetapan 
Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana 
Otonom Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan 
Pagu lndikatif Program dan Kegiatan Yang Bersumber dari 
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana 
Otonom Khusus Aceh Tahun Anggaran 2020, diantaranya 
untuk Kabupaten Aceh Barat Daya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Perubahan Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, 
Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten 
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4179); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negf;ra Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

4. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4633); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4703); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan \ 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5888); 

9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

10. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing 
Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan 
Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virns 
Desease 2019 (COVID-19); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor310); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang 
Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virns Desease 2019 {COVID-19) dan/atau 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; 
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15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 
2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; 

16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 
(Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Aceh Nomor 9); 

17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara 
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas 
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran 
Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 
102); 

18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-
2022 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 16); 

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil 
Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita \ 
Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23); ~ 

20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2020 Tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2021 (Berita Daerah 
Aceh Tahun 2020 Nomor 41); 

21. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten 
(RTRWK) Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 17); 

22. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 
Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2005-2025; 

23. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten 
Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya 
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh 
Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 201 7 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 122); 

24. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten 
Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 131); 

25. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2020; 

26. Peraturan Bu pa ti Aceh Barat Daya Nomor 58 Tahun 2019 
tentang Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Aceh Barat 
Daya Tahun 2020; 

27. Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 622 Tahun 2017 
tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK) Tahun 2017-2022 di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; 
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